BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Perjanjian Kerja Bersama mengatur persoalan tenaga kerja kerjanya.
Sebagai akibat belum efektifnya pengawasan, banyak pengusaha yang tidak
patuh terhadap peraturan perundang- udangan ketenagakerjaan.! Hal ini
menjelaskan bahwa pekerja merupakan tulang punggung perusahaan.
Jalannya usaha suatu perusahaan sangat bergantung pada tenaga kerja yang
bekerja di dalamnya.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan
bahwa Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan. Kemudian pada Pasal 28D Ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja. Program perlindungan pekerja tidak hanya dapat memberi
kuntungan pekerja tetapi itu juga menguntungkan perusahaan karena
keberlangsungan pada produksi dan produktivitas dapat terjamin.
Pentingnya pekerja dan perlunya memberikan perlindungan kepada pekerja.

PT. Dwi Prima Sentosa atau DPS adalah produsen alas kaki
terkemuka di Indonesia dan salah satu produsen sepatu merek internasional

terbesar sejak didirikan pada tahun 2002. DPS memproduksi sepatu inovatif

1 Reni Suryani, 2018, Analisis Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja Pt.Latinusa Terhadap Pegawai
Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1, hal. 150-171.



berdasarkan standar kualitas internasional dan tren global. Pabrik DPS
berlokasi di tiga lokasi di Jawa Timur Indonesia (Mojokerto, Ngawi dan
Caruban). DPS yang telah menggeluti industri sepatu selama 20 tahun sejak
dimulai di Surabaya telah berkembang sebagai perusahaan sepatu terbaik
yang memimpin industri sebagai mitra Moonstar, Yonex, merek Jepang,
berdasarkan teknologi terbaik.

PT. Dwi Prima Sentosa atau DPS memiliki visi dan misi. Visi PT
Dwi Prima Sentosa yaitu menjadi perusahaan alas kaki yang memberikan
nilai bagi semua orang, lingkungan dan alam. Sedangkan misi PT. Dwi
Prima Sentosa atau DPS yaitu mewujudkan pencapaian produk dengan
standar, efisien, perbaikan terus-menerus dengan tetap menghormati
tanggung jawab sosial.?

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan".
Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya diskriminasi perlu adanya
perlindungan tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin berlangsungnya
sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari
pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.®

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir (14) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan

perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan

2 https://dwiprimasentosa.com/profile/, diakses pada tanggal 25 Maret 2022, Pukul 21:00 WIB
3 Abdul Khakim, 2014, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, hal. 99.
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pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak. Pada dasarnya perjanjian kerja hanya dilakukan oleh
dua belah pihak yakni pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau
buruh. Mengenai hal-hal apa saja yang diperjanjikan diserahkan
sepenuhnya kepada kedua belah pihak yakni antara pengusaha atau pemberi
kerja dan pekerja atau buruh. Apabila salah satu dari para pihak tidak
menyetujuinya maka pada ketentuannya tidak akan terjadi perjanjian kerja,
karena pada aturannya pelaksanaan perjanjian kerja akan terjalin dengan
baik apabila sepenuhnya kedua belah pihak setuju tanpa adanya paksaan.
Perjanjian kerja dapat dibuat baik secara tertulis maupun lisan. Perjanjian
kerja yang dibuat secara tertulis maupun lisan harus dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Secara Yyuridis, berdasarkan
ketentuan Pasal 1 butir (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja merupakan
hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian
kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pekerja dan
pengusaha. Pekerja melakukan berbagai macam pekerjaan tertentu dibawah
pimpinan pihak lainnya. Dalam hal ini, pekerjaan yang dilakukan yaitu
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, sedangkan yang jadi

hak pekerja adalah hak atas upah yang ditentukan dalam perjanjian.*

4 Wiwoho soedjono, 1987, Hukum Perjanjian Kerja, Jakarta: PT Bina Aksara, hal. 13



PT. Dwi Prima Sentosa dalam menjalankan perusahaannya
membutuhkan pekerja. Secara umum, persoalan pekerja/buruh lebih banyak
diidentikkan dengan persoalan antara buruh dan majikan, padahal secara
mikro banyak faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi
kaum pekerja/buruh dalam menjalankan profesinya, seperti perburuhan.
Dalam hubungan kerja, pengusaha lebih senang memilih pekerja dengan
status pekerja kontrak dari pada pekerja tetap.>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
telah mengatur berbagai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan tenaga
kerja, hak atas upah yang layak, hak cuti, termasuk hak atas kepastian
hukum perubahan status dari tenaga kerja waktu tertentu (tenaga kerja
kontrak) menjadi tenaga kerja waktu tidak tertentu (tenaga kerja tetap).®

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu
Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Kontrak adalah perjanjian Kerja
antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan
Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.’

Dalam melaksanakan pekerjaan dengan sistem kontrak di PT. Dwi
Prima Sentosa atau DPS harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan
antara kedua belah pihak yaitu pengusaha dengan pekerja agar hak dan

kewajiban antara pengusaha dan pekerja mendapat perlindungan

5 Asri Wiyani, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: PT Sinar grapika, hal. 48
6 Zainal Asikin, 1993, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hal. 65

7 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja



berdasarkan hukum yang berlaku. Pengusaha wajib memberikan jaminan
terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk para pekerjanya dan
wajib memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh
pekerja, sedangkan pekerja wajib untuk melakukan pekerjaan dan
mematuhi segala peraturan yang ada di PT. Dwi Prima Sentosa atau DPS.

Diperlukannya perjanjian kerja antara PT. Dwi Prima Sentosa
dengan pekerja guna terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan
kondusif sehingga mewujudkan terciptanya pekerjaan yang sesuai dengan
apa yang telah diperjanjikan. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan, baik
pengusaha atau pekerja melakukan pelanggaran berupa tidak memenuhi hak
dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja, maka pihak yang
melakukan pelanggaran tersebut dapat dianggap wanprestasi, selain itu
apabila pengusaha atau pekerja melakukan pelanggaran berupa tidak
melaksanakan peraturan-peraturan yang ada dalam perjanjian kerja, maka
dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib untuk
bertanggungjawab.®

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa
hubungan kerja antara PT. Dwi Prima Sentosa dengan pekerja selalu
diawali dengan adanya perjanjian kerja dengan sistem kontrak. Dengan
demikian, antara PT. Dwi Prima Sentosa dengan pekerja sepakat untuk
saling mengikatkan diri serta melaksanakan hak dan kewajibannya yang
telah dijelaskan dalam akta perjanjian kerja dan peraturan dari perusahaan

yang berlaku terhadap kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak baik

8 Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 177



pengusaha atau pekerja melakukan pelanggaran dalam melaksanakan

perjanjian kerja maka wajib untuk bertanggungjawab dengan memberikan

ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Oleh
karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji suatu
permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “Tanggung Jawab

Hukum Antara PT. Dwi Prima Sentosa Dengan Pekerja Dalam Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Dengan Sistem Kontrak.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat disusun
rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perjanjian kerja antara PT. Dwi Prima Sentosa atau
DPS dengan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem
kontrak?

2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. Dwi Prima
Sentosa atau DPS dengan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja
dengan sistem kontrak ?

3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan
pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem kontrak
di PT. Dwi Prima Sentosa atau DPS ?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan
diatas, maka tujuan yang ingin dicapai atas penelitian ini adalah sebagai

berikut:



1. Untuk mengetahui proses perjanjian kerja antara PT. Dwi Prima Sentosa
atau DPS dengan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja sistem
kontrak.

2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. Dwi
Prima Sentosa atau DPS dengan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian
kerja dengan sistem kontrak.

3. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara atau perselisinan
apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan
perjanjian kerja dengan sistem kontrak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan
mengenai ilmu hukum beserta penerapannya dalam masyarakat
khususnya hukum ketenagakerjaan dalam hal perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT). Dengan ini juga dapat dijadikan sebagai bekal bagi
penulis dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ketenagakerjaan
ketika terjun di dalam dunia kerja kelak.

2. Bagi llmu Hukum
Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi
pemikiran dan solusi dalam pengembangan ilmu hukum di bidang
hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perjanjian kerja waktu

tertentu (PKWT).



3. Bagi Masyarakat
Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan bagi masyarakat dan juga diharapkan mampu meningkatkan
peran serta masyarakat dalam membantu memecahkan masalah yang
berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
E. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu
atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.® Dalam
melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan atau
menggunakan metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan
penelitian dengan metode sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-
kaidah hukum dan aturan hukum tentang tanggung jawab hukum antara
PT. Dwi Prima Sentosa dengan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian
kerja dengan sistem kontrak.°
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif  yaitu untuk

menggambarkan secara jelas mengenai tanggung jawab hukum antara

® Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas
Muhammadiyah Surakarta, hal.7

10 Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,
Depok: Prenadamedia Group, hal. 123.



PT. Dwi Prima sentosa dengan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian
kerja dengan sistem kontrak.!*
3. Sumber Data
a. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan data primer dari
studi lapangan. Adapun dengan data sekunder menggunakan bahan
hukum terdiri dari:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan
termasuk diantaranya mengenai penyusunannya, diantaranya
terdiri sebagai berikut:*2
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan;
c) Surat Perjanjian Kerja Kontrak.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder untuk memperkuat serta mendukung
bahan hukum primer, karena bahan hukum sekunder berfungsi
menjelaskan bahan hukum primer sehingga mudah untuk

dipahami. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri

11 Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo
Media Pustaka, hal. 17-18.
12 Bachtiar, 2021, Mendesain Penelitian Hukum, Yogyakarta: Deepublish, hal. 97.
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dari buku, jurnal dan literatur lain yang berhubungan dengan
penelitian ini.t3

3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yakni pelengkap yang bersifat memberi
petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari
kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan kamus bahasa
inggris yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Primer

Data ini diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dengan

subyek penelitian PT. Dwi Prima Sentosa yang berlokasi di Ngawi,

Jawa Timur.

1) Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di PT. Dwi Prima Sentosa yang
berlokasi di Cabean, Karang Tengah Prandon, Kecamatan
Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

2) Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menetapkan subjek penelitiannya
yaitu dengan menggali informasi dari staff HRD yang dapat
meenjelaskan mengenai tanggung jawab hukum antara PT. Dwi
Prima Sentosa dengan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian

kerja dengan sistem kontrak.

13 1bid,.
14 1bid,.
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4. Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan untuk
mencari, mengumpulkan, dan mempelajari ketiga bahan hukum
yang telah disebutkan yakni data sekunder yang meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Dengan cara membaca, mengutip dari buku-buku literatur dan
memahami data tersebut yang berkaitan dengan pokok bahasan yang
dibutuhkan oleh penulis mengenai tanggung jawab hukum antara
PT. Dwi Prima Sentosa dengan pekerja dalam pelaksanaan
perjanjian kerja dengan sistem kontrak
b. Studi Lapangan
Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti oleh
penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1) Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara pengecekan data-data surat perjanjian kerja waktu
tertentu/perjanjian kerja dengan sistem kontrak yang berkaitan
dengan penelitian penulis yang ada di PT. Dwi Prima Sentosa.
2) Daftar Pertanyaan
Daftar pertanyaan merupakan rangkaian beberapa pertanyaan
tentang suatu hal, dalam penelitian ini khususnya rangkaian

pertanyaan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara
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HRD PT. Dwi Prima Sentosa dengan pekerja dalam
melaksanakan pekerjaan dengan sistem kontrak. Daftar
pertanyaan ini disusun untuk mempermudah penulis dalam
melakukan wawancara.
3) Wawancara
Wawancara ini dilakukan oleh penulis dengan bertanya secara
langsung kepada informan terhadap suatu permasalahan. Dalam
hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Staff HRD
berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara PT. Dwi Prima
Sentosa dengan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja
dengan sistem kontrak.
5. Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif yakni dengan cara teknik pengumpulan data dan menganalisis
data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku,
surat perjanjian kerja dan literatur lainnya yang berkaitan dengan
tanggung jawab hukum antara PT. Dwi Prima Sentosa dengan pekerja
dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem kontrak. Setelah itu
data sekunder yang dimiliki penulis dipadukan dengan data primer yang
diperoleh melalui wawancara langsung dilapangan dengan Staff HRD
PT. Dwi Prima Sentosa. Dianalisis secara kualitatif, dicari

pemecahannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.t®

15 Vita Cita Emia Tarigan dan Lidya Ramadhani Hasibuan, 2019, Introduction Legal Research
Methodology, Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah, hal. 55.
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F. Sistematika Penulisan
Hasil Penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian
disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan seperti
dibawah ini :
BAB | : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Metode Penelitian
F. Sistematika Penulisan
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
A. Profil PT. Dwi Prima Sentosa
B. Pengertian Pekerja
C. Pengertian Perjanjian Kerja Dengan Sistem Kontrak
D. Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Dengan Sistem Kontrak
E. Perjanjian Kerja Antara PT. Dwi Prima Sentosa Dengan Pekerja
Dengan Sistem Kontrak
F. Hubungan Hukum Antara PT. Dwi Prima Sentosa Dengan Pekerja
G. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Dengan Sistem
Kontrak
H. Peraturan yang Berlaku Pada PT. Dwi Prima Sentosa
I. Penyelesaian Perselisihan Berdasarkan Perdamaian

J. Tanggungjawab Hukum
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1. Tanggungjawab Hukum Berdasarkan Wanprestasi
2. Tanggungjawab Hukum Berdasarka Perbuatan Melawan Hukum
K. Ganti Rugi
L. Berakhirnya Perjanjian Kerja Dengan Sistem Kontrak
M. Perjanjian dalam Hukum Islam
BAB 111 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Proses perjanjian kerja antara PT. Dwi Prima Sentosa atau DPS
dengan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem
kontrak
2. Peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. Dwi Prima Sentosa
atau DPS dengan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja
dengan sistem kontrak
3. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan
pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem
kontrak di PT. Dwi Prima Sentosa atau DPS
B. Pembahasan
1. Proses perjanjian kerja antara PT. Dwi Prima Sentosa atau DPS
dengan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem
kontrak
2. Peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. Dwi Prima Sentosa
atau DPS dengan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja

dengan sistem kontrak
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3. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan
pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem
kontrak di PT. Dwi Prima Sentosa atau DPS

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan

B. Saran



